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ABSTRACT 
Bekasi City is a Patriot city located in West Java Province, which is the city with the third most populous 

population in Indonesia. With a population of 2,496,198 people. The city of Bekasi is also one of the areas through 

which to get to the DKI Jakarta area, resulting in high levels of community movement and demands for the 

availability of adequate public transportation facilities. 

In the current conditions, urban transportation in the city of Bekasi has performance that is not in accordance 

with the standards in the regulations that have been set. Apart from that, there is also no road-based public 

transportation that connects KRL stations with LRT stations. Therefore, it is necessary to develop a public 

transport service system to increase community accessibility. The aim of this research is to identify the amount of 

potential public demand for BRT Mass Transport (Bus Rapid Transit) in the Bekasi Terminal-Pasar Pondok Gede 

corridor using a quantitative descriptive approach so that travel routes, number of fleets, efficient operational 

performance and road network performance can be determined using loading via the PTV Visum Application 

Software. 

The results of the analysis showed that the proposed route length was 16.8 km going and 14.4 km returning. With 

a travel time of 55 minutes and return travel time of 44 minutes, headway of 8 minutes, lay over time of 5 minutes, 

stop points on the outbound route 23 units, on the return route 19 units, and a fleet requirement of 15 fleets with 

a capacity of 30 passengers. Vehicle operating costs are IDR. 7372, and willingness to pay Rp. 4991 per trip. 

Analysis of BRT operational traffic performance shows that there has been an increase in road network 

performance after the implementation of BRT with a reduction in the VC Ratio on the road network by an average 

of 2% on the road sections traversed. 

Keywords: BRT (Bus Rapid Transit), Potential Demand, Operational Performance, Traffic Performance, Travel 

Charges, Vehicle Operational Costs, PTV Visum, Willingness to pay. 

  

ABSTRAK  
Kota Bekasi adalah kota Patriot yang terletak di Provinsi Jawa Barat, dimana merupakan kota dengan jumlah 

penduduk terpadat ketiga se-Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.496.198 jiwa. Kota Bekasi juga 

menjadi salah satu daerah yang dilalui untuk menuju daerah DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan tingginya 

pergerakan masyarakat serta tuntutan akan tersedianya fasilitas transportasi angkutan umum yang memadai. 

Pada kondisi saat ini angkutan perkotaan di kota Bekasi memiliki kinerja yang belum sesuai dengan standar pada 

aturan yang sudah ditetapkan. Disamping itu juga belum ada angkutan umum berbasis jalan raya yang 

menghubungkan stasiun KRL dengan stasiun LRT. Maka untuk itu diperlukan suatu pengembangan sistem 

layanan angkutan umum guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi jumlah demand potensial masyarakat terhadap Angkutan Massal BRT (Bus Rapid Transit) pada 

koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sehingga 

dapat ditentukan rute perjalanan, jumlah armada, kinerja operasional yang efisien, dan kinerja jaringan jalan 

dengan pembebanan melalui Software Aplikasi PTV Visum.  

Hasil analisis didapat rute usulan panjang trayek yaitu 16,8 km pergi dan 14,4 km kembali. Dengan Travel time 

pergi 55 menit dan travel time kembali 44 menit, headway 8 menit, lay over time 5 menit, titik halte pada rute 

pergi 23 unit, pada rute kembali 19 unit, dan kebutuhan armada sebanyak 15 armada dengan kapasitas 30 

penumpang. Biaya operasional kendaraan sebesar Rp. 7372, dan keinginan membayar (Willingness to pay) sebesar 

Rp. 4991 per trip nya. Dari analisis kinerja lalu lintas operasional BRT menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

kinerja jaringan jalan setelah diterapkannya BRT dengan pengurangan V/C Ratio pada jaringan jalan rata-rata 

sebesar 2% pada ruas jalan yang dilalui. 
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Kata Kunci : BRT (Bus Rapid Transit), Permintaan Potensial, Kinerja Operasional, Kinerja Lalu Lintas, 

Pembebanan Perjalanan, Biaya Operasional Kendaraan, PTV Visum, Willingness to pay. 

 

PENDAHULUAN 

Angkutan umum di Kota Bekasi memiliki 32 trayek angkutan perkotaan, dimana yang terdiri 

dari 1 koridor BRT Trans Patriot, 12 angkutan perkotaan AKAP, 8 angkutan perkotaan AKDP, 

dan 11 angkutan perkotaan lokal. . Pada sarana terjadi beberapa kekurangan berupa, rata-rata 

angkutan dengan faktor muat (load factor) yang rendah bahkan ada yang hanya rata-rata 

faktor muat hanya 20% sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam 

Trayek yaitu dengan kondisi ideal LF >= 70%. Tingkat operasi kendaraan yang masih di 

bawah 90%, dan umur kendaraan yang beroperasi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, dimana Tingkat operasi minimal 90% 

dan maksimal umur kendaraan angkutan perkotaan tidak boleh lebih dari 20 tahun, serta 

penetapan tarif yang hanya ditentukan oleh operator angkutan.Beberapa kekurangan yang 

sudah dijabarkan diatas tentu mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan 

transportasi umum. Disisi lain juga mengakibatkan angkutan umum menjadi salah satu 

masalah transportasi karena tingginya kecelakaan akibat dari sarana angkutan tersebut yang 

tidak sesuai aturan. Pemerintah Kota Bekasi sudah memiliki angkutan umum yang 

operasionalnya dilakukan kerja sama dengan BUMN yaitu Bus Rapid Transit Trans Patriot, 

dimana kepemilikan oleh Pemerintah Daerah tentu memiliki kualitas pelayanan yang jauh 

lebih baik dengan kepemilikan perseorangan pada angkutan perkotaan. Sayangnya BRT 

Trans Patriot hanya beroperasi pada 1 koridor saja, sedangkan Kota Bekasi memiliki daerah-

daerah yang tarikan dan bangkitan perjalanannya yang tinggi berupa adanya beberapa daerah 

CBD. Kota Bekasi juga memiliki Stasiun KRL dan Stasiun LRT namun belum adanya 

angkutan umum yang menghubungkan antara dua angkutan massal tersebut, sehingga 

dibutuhkan angkutan BRT yang menghubungkan stasiun KRL dengan stasiun LRT. 
 

TINJAUAN PUSTAKA  

Perencanaan  
Perencanaan merupakan suatu proses pemilihan dan pemikiran yang menghubungkan 

faktafakta berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang dengan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menguraikan bagaimana pencapaiannya (Maryanti, 

Wiyati, and  Thamrin 2017).  
  

Bus Rapid Transit  
Menurut Mokhammad Nasrulloh (2010) Bus Rapid Transit (BRT) atau busway merupakan 

bus dengan kualitas tinggi yang berbasis sistem transit yang cepat, nyaman, dan biaya murah 

untuk mobilitas perkotaan dengan menyediakan jalan untuk pejalan kaki, infrastrukturnya, 

operasi pelayanan yang cepat dan sering, perbedaan dan keunggulan pemasaran dan 

pelayanan kepada pelanggan. Bus Rapid Transit (BRT) pada dasarnya mengakumulasi dan 

mengikuti karakteristik kinerja sistem transportasi kereta api modern..  

METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi dimana penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan metode survei dengan sifat 

penelitian deskriptif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, 



yaitu data sekunder yang diperoleh dari instansi atau studi literatur yang sudah ada dan data 

primer yang diperoleh dengan cara pelaksanaan survei wawancara pengguna angkutan umum 

dan pengguna kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan. Setelah mendapatkan 

keseluruhan data, selanjutnya adalah melakukan analisis data yang terdiri dari analisis 

permintaan, analisis penentuan rute, analisis manajemen operasional, dan analisis 

perhitungan biaya operasional kendaraan dan kineja lalu lintas sebelum dan sesudah, 

sehingga didapatkan kesimpulan dan saran.  

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH  

Analisis Permintaan Angkutan Umum   
Untuk jumlah permintaan aktual dapat diketahui dengan adanya perhitungan pengguna 

angkutan umum tiap trayek dalam satu hari yang didasarkan dari hasil perjalanan asal tujuan 

orang dengan menggunakan angkutan umum berdasarkan pemilihan moda hasil survei HI 

(Home Interview), dimana didapati total pejalanan menggunakan angkutan umum di kota 

Bekasi sebesar 11,74% dari seluruh perjalanan di Kota Bekasi.  

Permintaan potensial merupakan potensi peningkatan penggunaan angkutan umum dari 

kendaraan pribadi ke angkutan umum, apabila dilakukan perbaikan pada pelayanan angkutan 

umum yang saat ini masih menjadi sebuah permasalahan. Data permintaan potensial ini 

diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi yang 

diimplementasikan dalam beberapa tahapan. Dimana keinginan berpindah masyarakat kota 

Bekasi yang menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 128.800 di dominasi oleh kendaraan 

sepeda motor yaitu sebesar 88% yaitu 113.118 dari 128.800 perjalanan. Dimana untuk 

sisanya pengguna mobil pribadi sebesar 12% yaitu sebanyak 15.680 perjalanan dari 128.800 

perjalanan. 

Analisis Permintaan Angkutan BRT 
Analisis perhitungan permintaan (demand) angkutan BRT digunakan untuk mengetahui 

berapa jumlah armada yang dibutuhkan untuk beroperasi sehingga penyediaan BRT untuk 

melayani penumpang tidak terlalu sedikit. Untuk data dimana saya mengambil data ketika 

survei Dinamis (On Bus) angkutan umum perkotaan di kota Bekasi dengan menambah 

pertanyaan tentang kebersediaan berpindah ke Angkutan BRT. Dimana didapat data sebanyak 

2975 orang pengguna angkutan umum perkotaan yang bersedia untuk berpindah 

menggunakan angkutan BRT. 

 

Analisis Penentuan Rute  
Penentuan rute angkutan sekolah menggunakan perangkat lunak PTV Vissum dengan jumlah 

perjalanan yang digunakan merupakan perjalanan gabungan dari seluruh pengguna 

kendaraan pribadi yang bersedia berpindah ke angkutan BRT dan pengguna kendaraan umum 

yang bersedia berpindah ke angkutan BRT. Berikut merupakan hasil pembebanan dari 

perangkat lunak PTV Vissum:  
 

 



Gambar 1 Hasil dari Pembebanan PTV Visum  

 

Berdasarkan hasil plotting demand untuk tiap-tiap ruas pada peta jaringan jalan, selanjutnya 

permintaan pada ruas jalan tersebut akan direncanakan sebagai rute angkutan BRT Trans 

Patriot dengan mempertimbangkan ketentuan ruas mana saja yang paling banyak dibebankan 

dan permintaan penumpang paling tinggi. Setelah dihubungkan diantara semua ruas yang 

dibebankan, maka diusulkan yang akan menjadi rute pengoperasian angkutan BRT Trans 

Patriot Koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede. Berikut merupakan rencana rute 

angkutan sekolah yang akan beroperasi di Kota Bekasi:  
 

Gambar 2 Peta Rute Rencana Angkutan BRT Trans Patriot Koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok 

Gede 

 

Berikut ini merupakan uraian rute ruas jalan dilalui yang menjadi usulan dalam rencana 

pengoperasian angkutan BRT Koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede di Kota Bekasi:  

 

 



Tabel 1 Ruas Jalan Pada Usulan Rute Angkutan BRT Kota Bekasi 

Analisis Manajemen Operasional  
1. Jenis dan Kapasitas  

Jenis kendaraan yang digunakan sebagai rencana angkutan BRT, yaitu bus sedang. 

Penggunaan jenis kendaraan ini didasari dengan pertimbangan lebar jalan yang dilalui 

dalam usulan trayek dan jumlah permintaan potensial yang adaserta berdasar Menurut 

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002. Atas 

dasar tersebut, diusulkan penggunaan jenis kendaraan bus. Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan armada bus sedang, akan dilakukan kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa 

transportasi di Kota Bekasi.   
2. Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan angkutan umum atau waktu operasi trayek rencana yang direncanakan 

mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB (15 jam). 

 
Tabel 2 Rekapitulasi Kinerja Operasional Angkutan BRT Kota Bekasi 

 

1 Jenis Kendaraan

2 Kapasitas Kendaraan 30 Penumpang

3 Panjang Rute Trayek Pergi 16,8 Km

4 Panjang Rute Trayek Kembali 14,4 Km

5 Kecepatan Operasi Rencana 25 Km/Jam

6 Waktu Perjalanan (Trevel Time)  Pergi 55 Menit

7 Waktu Perjalanan (Trevel Time) Kembai 44 Menit

8 Waktu Berhenti Di Simpul (Lay Over Time) 5 Menit

9 Waktu Bolak-Balik (Round Trip Time) 117 Menit

10 Jumlah Permintaan Angkutan Umum/Hari 2570 Perjalanan/Hari

11 Penumpang Umum Per Jam 137 Penumpang

12 Faktor Muat (Load Factor) 70% %

13 Frekuensi 8 Kend/Jam

14 Headway 8 Menit

15 Kebutuhan Jumlah Armada 15 Unit

No Indikator
Kinerja Angkutan 

Umum
Satuan

Bus Sedang



Analisis Biaya Operasional Kendaraan dan Tarif  
1. Biaya Operasional Kendaraan  

Pada proses perhitungan BOK untuk BRT Trans patriot koridor Terminal Bekasi-Pasar 

Pondok Gede menggunakan pedoman PM Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 

251 Tahun 2022 Tentang Pedoman Komponen Biaya Operasional Kendaraan Yang 

Diperhitungkan Dalam Pemberian Subsidi atau Kompensasi dan Perhitungan Besaran Tarif 

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis 

Nasional. Berikut merupakan rekap perhitungan biaya operasional kendaraan BRT Trans 

patriot Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede. 

 

Tabel 3 Rekapitulasi Biaya Operasional Kendaraan Angkutan BRT Koridor Terminal Bekasi-Pasar 

Pondok Gede 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa total dari biaya operasional 

BRT Trans patriot koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede yaitu sebesar Rp. 7.372. 

Kemudian jumlah tersebut akan dibandingkan dengan keinginan pada masyarakat kota 

Bekasi dalam membayar tarif. Guna mengetahui tarif yang sesuai dalam pengoperasian BRT 

Trans patriot koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede. 

 

2. Ability To Pay dan Willingness To Pay  
Ability To Pay adalah suatu kemampuan seseorang untuk membayar jasa angkutan yang 

diterima nya berdasarkan pendapatan yang ideal. Pada pendekatan yang digunakan dalam 



Ability To Pay berdasarkan pada alokasi biaya untuk transportasi dari pendapatan rutin yang 

diterimanya, dengan kata lain Ability To Pay adalah kemampuan masyarakat untuk 

membayar biaya perjalanan yang dilakukan selama dalam perjalanan. Berikut merupakan 

tabel perhitungan terhadap ability to pay di kota Bekasi dengan menggunakan data home 

interview.  

Tabel 4 Tabel Perhitungan ATP pada Kota Bekasi 

 

Dimana pada hasil perhitungan diatas diketahui bahwa ability to pay di kota Bekasi 

mencapai Rp. 44.399.  

 

Willingness To Pay (WTP) merupakan suatu kesiapan pengguna angkutan umum untuk 

mengeluarkan imbalan atas layanan jasa yang telah diterima. Dalam hal ini masyarakat yang 

sedang menggunakan jasa angkutan umum dilakukan survei wawancara penumpang dengan 

memberikan tanggapan berupa tarif yang mereka harapkan dalam pengoperasian angkutan 

umum di Kota Bekasi. Berikut merupakan hasil perhitungan dari keinginan masyarakat kota 

Bekasi untuk membayar:  

Tabel 5 Tabel Hasil Perhitungan WTP pada Kota 

 

Dari hasil perhitungan diatas maka diketahui bahwa keinginan dalam membayar angkutan 

umum pada Kota Bekasi dalam satu kali perjalanan yaitu sebesar Rp. 4.991 per trip.  



Analisis Kinerja Lalu Lintas Do-Nothing dan Do-Something 
Do – Nothing merupakan Kondisi lalu lintas terdapat pada kondisi tidak terdapat 

pembangunan dan perubahan secara signifikan. Kinerja ini diperoleh dari validasi Model 

dengan data hasil survei TC (Traffic Counting). Sedangkan pada Do-Something merupakan 

kondisi lalu lintas yang direncanakan mengalami Pembangunan/perencanaan sehingga akan 

mengalami perubahan terutama pada Kinerja Lalu Lintasnya. Model dari kondisi Do 

Something didapatkan dari sebuah model perjalanan dikurangi kemauan/minat perpindahan 

masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Berikut ini merupakan analisis kondisi 

Do Something tertera pada Tabel berikut: 

Tabel 6 Kinerja Lalu Lintas Do-Nothing dan Do-Something  

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa volume kendaraan pada ruas jalan yang akan dilalui 

oleh rute BRT Trans patriot koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede mengalami 

penurunan. Dimana penurunan tersebut rata-rata mengalami penurunan sebesar 2% dimana 

penurunan tertinggi sebesar 5% dan penurunan V/C Ratio terendah sebesar 1%. Dengan 

penurunan kapasitas tertinggi pada ruas jalan Noer Ali yaitu sebesar 5% dari V/C Ratio 

sebelum dioperasikan bus BRT Trans Patriot koridor terminal Bekasi-Pasar pondok Gede. 

Untuk penurunan V/C Ratio terendah berada pada jalan MM. Hasibuan dimana hanya 

mengalami 1% penurunan sesudah dioperasikannya BRT Trans Patriot Terminal Bekasi-Pasar 

Pondok Gede. Dengan adanya penurunan V/C Ratio tersebut mengartikan bahwa terjadi 

penurunan jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut sehingga meningkatkan 

kelancaran pada ruas jalan yang dilalui. 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian Perencanaan Trayek BRT Trans Patriot 

Koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede Di Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 

1. Demand (permintaan) aktual dan potensial dari rute yang dilalui oleh BRT Trans Patriot 

koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede yaitu sebanyak 2570 penumpang per hari.  

2. Dari hasil permintaan pada rute yang dilalui oleh BRT Trans Patriot koridor terminal 

Bekasi-Pasar Pondok Gede memiliki kinerja operasional dengan panjang trayek 16,8 km 

pergi dan 14,4 km kembali. Dengan Travel time pergi 55 menit dan travel time kembali 44 



menit, load factor 70 %, Headway 8 menit, lay over time 5 menit, titik halte pada rute pergi 

23 unit, pada rute kembali 19 unit, dan kebutuhan armada sebanyak 15 armada dengan 

kapasitas 30 penumpang. 

3. Dari hasil rute usulan yang kemudian dikaji dengan kinerja lalu lintas  sebelum (Do-

Nothing) dan sesudah (Do-Something) didapatkan penurunan VC Ratio tertinggi sebesar 

5% pada ruas jalan Noer Ali 2 dan rata-rata penurunan V/C Ratio sebesar 2% dari 0.54 

menjadi 0.52 pada setiap ruas jalan yang dilewati oleh rute usulan BRT Trans Patriot 

Koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede. Dengan demikian mengartikan bahwa 

perencanaan BRT Trans Patriot Koridor Terminal Bekasi-Pasar Pondok Gede memberikan 

dampak positif berupa kelancaran lalu lintas karena berkurangnya volume kendaraan pada 

ruas jalan pada rute yang dilalui. 

 

SARAN  

Setelah melakukan kajian terhadap perencanaan Rute BRT di Kota Bekasi, berikut adalah 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

1. Pengoperasian angkutan BRT di Kota Bekasi dapat dilakukan bertahap mengingat 

kebutuhan armada yang cukup banyak dan biaya yang cukup besar. 

2. Melakukan pendekatan berupa sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memilih 

menggunakan kendaraan umum BRT daripada menggunakan kendaraan pribadi. 

3. Pemerintah Kota Bekasi sebagai regulator perlu melakukan penjadwalan dengan angkutan 

moda lainnya seperti LRT, KRL, dan BRT koridor lainnya agar memiliki jadwal yang 

terintegrasi. 

4. Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan kajian terhadap penetapan pentarifan dan kajian 

mengenai subsidi dari pemerintah. 

5. Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan koordinasi dengan angkutan umum yang sudah 

ada untuk dijadikan feeder pengoperasian Bus Rapid Transit di Kota Bekasi, untuk 

meningkatkan kinerja angkutan BRT di Kota Bekasi.  

6. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan untuk melakukan pengembangan dan penyediaan 

fasilitas prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan BRT seperti halte yang 

mendukung pengoperasian BRT, dan perlu adanya dukungan dan keterlibatan pemerintah 

dalam mendorong minat masyarakat dari kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan 

angkutan umum. 
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